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Realiiasi dana hibah bantuan sosial (bansos) diBulelengmemasuki pertenga-
han tahun ini terpaksa dihentikan. Hal ini menyusul terbitnya UU No. 23 Tzihun
2014 t'gntang Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini mengatur setiap penerirna
dana hibah bansos diwajibkan harus terdaftar dengan bukti dokumen Badan
Hukum (BH-red) Indonesia.

Sebelumnya, pencairan ini, banyak masyarakat sudah
hibah bansos ini mengacu mempertanyakan mengapa
Peraturan Menteri Dalam proposal yang sudah disetujui
Negeri (Permendagri) No. 59 itudananyatidakkunjungcair.
Tahun 2007 tentang Perruba- Resah dengan kondisi ini, Su-
han Atas Pefmendagri No. 13 priatna kemudian memanggil
Tahun 2006 tentang Pedoman eksekutifuntuk diskusi untul<
PelaksananKeuanganDaerah. menyelesaikan persoalan ini
Tahun ini, dasar hukumnya agar hibah bansos yang sudah
mengacu UU No. 23 T'ahun disahkan dalam APBD Bule-
20L4. Ieng tahun 2015 segera bisa

Terhadap perubahan ini. direalisasil<an.
kalangan dewan di Buleleng "Masyarakat juga banyak
meminta penjeld-san kepada menanyakan kapan bansos
pihak eksekutif. Pimpinan cair dan kami jujur sedikit
DPRD Buleleng Kamis (2317) malu dengan masyarakat kar-
kemarin, langsung memang- ena sudah kita janjikan untuk
gil Tim Anggaran Pemerintah dibantu,namunbantuanbelum
Daerah (TAPD) untuk memba- juga direalisasikan sampai.
has masalah ini dengan Badan sekarang," katanya.
Anggaran (Banggar) DPRD Menurut politisi PDI Per-
Buleleng. Pertemuan yang ber- juangan asal Desa Tejakula
langsungtertrltupitu,dipimpin ini, Banggar DPRD Buleleng
Ketua DPRD BuJ.eleng I Gede juga sudah sempat berkonsul-

sos tetap dilakukan mengacu
Permendagri No. 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas
Permendagri No. 13 Tahun
2006. Kebijakan ini karena
perubahan regulasi ini dalam
masa pertengahan tahun ang-
garan. Namun faktanya, ek-
sekutif justru tetap menunda
pencairan bansos di Buleleng.
Bahkan, dia menyebut kalau
di daerah lain bansds tetan
diterima wakil rakyai nresk-i
telah te{adi perubahan regu-
lasi. "Waktu kita konsultasi
ke Kemendagri dipprbolehkan
di masa transisi anggaran ini
hibah bansos tetap dibayarkan
mengacu Permendagri, tapi pe-
merintah tetap menunda. Kami
ingin minta penjelasannya
sehingga kita panggil TAPD
untu membicarakan masalah
ini," tegasnya.

Sementara itu, Sekkab Bule-
lengDewa Ketut Puspaka men-
gatakan. penundaan pencairan
hihah hansns ini tidak han:ra
yang sudah dianggarkan untuk
lembaga dewan, namunbansos
di pihak eksekutif realisasinya
ditunda untuk sementara. Pe-
nundaan ini karena pihak ekse-
kutif masih meminta petunjuk
lebih lanjut ke pemerintah
pusat agar realisasi hibah ban-
sos ini dijalankan dengan regu-

Supriatna bersama anggota
Banggar. Sementara TAPD dip-
impin langsung Sekkab Buleleng
Dewa Ketqt Puspala, M,P,

Ketua D"oy,p".t Gede Su-
priatna usai r$1iat mengata-
kaq, keputusan eksekutif yang
menurxla pencairan dana hibah
bansos ihr membuatnya sedikit
prihatin. Pasalnya, beberapa
proposal dari konstituennya
telanjur disetujui untuk mener-
ima hibah bansos. Belakangan

tasi ke Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) meminta
penjelasan terkait pencairan
dana hihah hansns tahun 20'15,
pari konsultasi itu, pemerintah
pusat memang mewajibkan
pihak penerima bansos nanti-
nya harus memiliki dokumen
Badan Hukum Indonesia.
Selain itu, terkait landasan
hukum, Supriatna mengaku
pemerintah pusat membijaksa-
nai kalau pencairan hibahban-
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lasi yang tepat dan terhindar
dari persoalan hukum di ke-
mudian hari. Untuk itu, TAPD
meminta waktu untuk berk-
oordinasi ke Badan Pemeriksa
Keuangan (BPIC) dalam waktu
dekat ini. 'Tidak ada yang kita
beda-bedakan, tapi penundaan
ini dilakukan untuk eksekutif
dan legislatif. Dalam situasi
ini, kami akan minta petunjuk
ke BPK sehingga kebijakan-
nya nanti tidak menimbL lkan
persaolan hukum di kemudian
hari," tegasnya.

Di sisi lain, Puspaka men-
gatakan, menyusuJ. penundaan
pencairan hibah bansos ini
eksekutif tidak mau gegabah
mengambil keputusan un-
tuk menghindari terjadinya
persoalan hukum aibat kebi-
jakan yang sudah dijalankan.
Apalagr, predikat wajar tanpa
pengecualian @TP) yang telah
diraih pemerintah daerah da-
lam laporan keuangan, sehing-
g.a sebaik mungkin prestasi ini
cuJaga Jangan sampar tercoreng
dengan kesalahan pengambi-
lan kebijakan keuangan dalam
tahun anggaran yang sedang
bedalan atau untuk seterus-
nya. "Mudah-mudahan ini
dapat dipahami oleh teman-te-
man dewan. Apalagi sekarang
kita diwajibkan melaporkan
keuangan dengan sistem grad-
ual yang meliputi tujuh item
yang sangat penting, sehingga
transaksi keuangan ini harus
mengikuti regulasi yang pasti,"
imbuh pria penyrka olahraga
bulu tangkis ini. (kmb38)


